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SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 395 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATE PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 34
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Subang Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peru bah an Kedua
Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disesuaikan
dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan
di Kabupaten Subang;

b. bahwa besaran nilai tunjangan perumahan yang berlaku
saat ini bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Subang sangat layak untuk
dilakukan penyesuaian sehubungan dengan dinamika
perekonomian yang texjadi pada tahun terakhir seperti
laju inflasi;

c. bahwa penyesuaian besaran nilai tunjangan perumahan
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Subang dilakukan dengan
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas,
dan standar harga setempat yang berlaku dengan

memperhatikan...

4



- 2 -

memperhatikan kemampuan keuangan Daerah agar
tidak melebihi besaran nilai tunjangan perumahan bagi
Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Barat;

d
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor
34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Prdÿinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31

, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75

, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

3
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246

, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

4
. Undang-Undang...
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4
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245

, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

7
. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245

, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan...
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11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ten tang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor658);15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten
Subang Tahun 2017 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor
5);

17. Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun
2017 Nomor 34), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 98
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun
2020 Nomor 98);

Memutuskan...
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 34
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor
34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrate Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Subang Tahun 2017 Nomor 34), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang
Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun
2020 Nomor 98), diubah sebagai berikut:

1
. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Nilai nominal tunjangan perumahan
Pimpinan/Anggota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan :

a. Ketua sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh
tujuh juta rupiah) per bulan;

b
. Wakil Ketua sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua

puluh lima juta rupiah) per bulan;

c. Anggota sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh
satu juta rupiah) per bulan.

(2) Nilai..
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(2) Nilai nominal tunjangan transportasi Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3) huruf b, ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,-
(Lima belas juta rupiah) per bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
padatanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG
,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 395

Salinan sesuai dengan aslinya
JAGIAN HUKUM,

YONO. SH.. M.H.

ina Tk. I (IV/b)
0416 200212 1 003




